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ABSTRAK .

imbangan Putusan Hakim Mengenai Adanya Prektek Demosi dan Mutasi
Oleh Perusahaan Finance terhadap Pekerja (Studi Kasus Putusan PHI Pada Pengadilan Negeri Kelas
IA, Bandung, Nomor: 134/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg).”

Berawal dari hubungan kerja antara Pengusaha PT.Mitra Dana Top Finance (d/h PT. Mitra Dana Putra Utama
Finance), dengan pekerja burubh, masing-masing bernama Oki Irawan, Kustaman, Bambang Harta Diana, dan
Ayip Sopwandi. berdasarkan perjanjian kerja untuk wakiu tidak tertentu, dan lama masing-masing bekerja
selama 9-11 tahun Dalam perjanjian kerja diatur komponen terdin dari gajih Pokok, Tunjangan jabatan,
transport dan uang makan, dan evaluasi kerja serta syarat/ketentuan target penjualan dan pnegathan yang harus
dipenuhi oleh Pekerja sebagai penilaian prestasi kerja Perusahaan memiliki Peraturan Perusahaan antara lain
EngaiuF ieniang promosi, demosi dan muiasi pekerja Mengingat pekerja menurun prestasi kerja atau tidak
momonuhi target, marketing dan collection, maka pada sekitar tahun 2018 pengusaha telah melakukan Surat
demosi kepada pekerja tersebui, dengan menurunkan tunjangan jabatan dan , uang makan dan transport,
sedangkan wpah pokok tidak diturunkan. Para pekerja setelah Demosi telah menerima upah pada bulan
Septeniber, Noveraber. Désember 2018, Dan 3 (tiga) bulan kemudian para pekerja oleh pengusaha di mutasi

(surat mutast) dengan dipindahkan ketempat kerja barn atan cabang lain.

Para pekerja keberatan Di demost karena turunnya upah/gajih dan juga tidak bersedia di mutasi atau pindahkan
atau tidak mau masuk kerja di tempat mutasi vang diperintah pengusaha tanpa alasan sah . pengusaha membuat
2 {dua) kali sural resmi panggilan, agar para pekerja kembali bekerja, tapi tidak diindahkan, lalu pengusaha
membuat surat pemberitahuan bahwa para pekerja dikuatifikasikan mengundurkan diri, berdasarkan ketentuan
pasal 168 ayat {1} s/d ayat (3), dan pasal 156 ayat (4) sub d, serta pasal 4 huruf C butir a. pasal 9 UU
Ketenagakerjaan no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan Peraturan perusahaan. Pasal 4 huruf C buitr 2
dan pasal 9. dengah konsekwensi Para pekerja hanya mendapat uang penggantian hak bukan uang pesangon
karena di PHK, Metode penelitian yang d;perguna}s;m adalah jenis peneht}an normatif.

Para pekerja mengajukan tuntutan atas selisth upah dan Penundaan demeosi dan mutasi serta Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK),dengan upaya Bipertit dan Tripatit melalui Disnaker Provinsi Bandung yang mengalami
kegagalan untuk berdamai dan telah mengeluarkan anjuran, yanmg tidak dilaksanakan oleh para pihak.sehingpa
para pekerjia mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Indusrial (PHI) pada Pengadilan Negeri kelas I A
Bandung, dengan alasan agar demosi dan Mutasi tersebut ditunda atau dibatalkan , dan menuntut selisih upah
vang belum dibayarkan pengusaha, serta menuntut pemutusan hubungan kerjaberdasarkan Pasal 169 ayat (1)
huruf ¢ dan ayat (2). dan pesangon berdasarkan pasal 156 ayat 1 §/d (4).Majelis hakim Pengadilan Hubungan
Industrial Pada pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung , memberikan pertimbangan hukum dalam putusan
mengabulkan sebagatan gugatan/para pekerja/penggugat dan berpendapat, bahwa Pekega tidak memenuhi
target penjualan dan penagihan tidak memenuhi prestasi kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, sehingga
didemosi, Dalam riwavat pekerjaan para pekerja di perusahaan telah terbiasa dan sering terjadi atau mengalami
promosi, demosi dan mutasi dan tidak ada masalah , mengenai Para pekerja dimutasi ditempat kerja baru dan
tidak masuk ketja selama S5 hari//lebib berturui-turut tanpa alasan yang sah, meski oleh Pengusaha  telah
dipanggil dengan surat resmi 2 (dua) kali untuk bekerja dan juga telah mdiberitahukan melalui surat resmi
kepada para pekerja, Majerlis Hakim berpendapat bahwa para pekerja dikualifikasikan mengundurkan diri dan
hanya berhak mendapat uang pengganti dan bukan PHK /mendapat uang pesangon, berdasarkan ketentuan
Pasal 168 avat 1 s/d (3), dan pasal 156 ayat (4) sub.d UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan pasal
4 huraf € butir a dan pasal 9 Peraturan perusahaan Pertimbangan ini juga berdasarkan fakta dan bukti-bukti
tertulis serta saksi-saksi dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mutasi adalah
wewenang Pengusaha, jika mutasi tidak dilaksanakan oleh pekerja dianggap melanggar perintah pengusaha,
karena telah diatur dalam per}an;m kerja dan peraturan perusahaan serta Undang-undang No.13 tshun 2003
tentang ketenapakeriaan, mengenai penolakan mutasi oleh pekerja Pshykologis berakibat buruk kepada para
pekerja lainnya dan vang secara sosiologt mengganggu hubungan sosial antara pengusaha dengan
pekerja. Sebagi Solusinya Pekerja harus mematuhi perjanjian kerja dan peraturan perusahaan dan UU , dengan
tidak menolak melainkan melaksanakan perintah mutasi , sedangkan mengenai masalah demost atas penurunan
upah harus dibuktikan , apakah pekerja memenuhi target atau tidak, yang ditentukan dala perjanjian kerja.

Kata kunci: = Demosi dan Mutasi Pekerja oleh Pengusaha =
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BAB 1
PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Ketenagakerjaan telah diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003
Tentang ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan
kepada tenaga kerja dan keluarganya.

Ketenagakerjaan berasal dari kata dasar”tenaga kerja” yang artinya”
segala hak yang berhubungan dengan dengan tenaga kerja pada waktu
sebelum, selama dan sesudah masa kerja” Pasall huruf 1 UU NO.13 tahun
2003 tentang ketenagkerjaan.’

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk mrmmuhi kebutuhan
sendiri maupun untuk masyarakat.”

Pemberi kerja adalah adalah orang perseorangan,pengusaha, badan
hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Hubungan kerja. antara pekerja dengan pengusaha adalah hubungan
antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang
mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Mengenai hubungan kerja Iman Soepomo (1983:53) merumuskannya
sebagai berikut :”Pada dasarnya hubungan kerja yaitu hubungan antara buruh
dengan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan
majikan, di mana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada
majikan dengan menerima upahdan di mana majikan menyatakan

kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah”3

! Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja-Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Edisi revisi
ke-2 (jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2008) hal.1.

? Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2)
* Zaeni Asyhadie, Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia,

(Jakarta:Rajawali Pers, 2008), hal..2.





